
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1407, 2017 KEMENHUB. SAP BP2IP Malahayati Aceh Besar. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PM 102 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU 

PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 26 ayat 

(4), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar; 

  

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);  

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 

tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Badan Layanan Diklat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);  

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
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Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2143);  

  

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :   PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN 

SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU 

PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Entitas adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu 

Pelayaran Malahayati di Aceh Besar yang selanjutnya disebut 

(BP2IP) Malahayati Aceh Besar merupakan unit pelaksana 

teknis dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian 

laporan keuangan 

3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang 

menyelenggarakan akuntansi menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang 

yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas 

pelaporan;  

4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU 

adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas;  

5. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;  
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6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan; 

7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari 

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; 

8. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar 

yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk 

memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta 

pembukuan dan pelaporan keuangan BP2IP Malahayati Aceh 

Besar;  

9. Sistem Akuntansi (BP2IP) Malahayati Aceh Besar adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan 

dan aktivitas keuangan yang dilaksanakan oleh BP2IP 

Malahayati Aceh Besar;  

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

(BP2IP) Malahayati Aceh Besar berupa laporan realisasi 

anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, 

laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan 

ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan; 

11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 

surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode; 

12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan 

keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas 

SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir;  

13. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan pemerintah yaitu Aset, Hutang dan ekuitas dana 

pada tanggal tertentu;  
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14. Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan 

keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola 

oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 

pelaporan;  

15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan arus 

masuk dan arus keluar kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas 

investasi dan aktivitas pembiayaan;  

16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan 

peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan 

selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip 

pengukuran tertentu yang dianut; 

17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang 

menyajikan informasi tentang penjelasan daftar terinci atau 

analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Aktivitas, Neraca dan Arus Kas dalam rangka pengungkapan 

yang memadai; 

18. Harga Perolehan adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan 

sampai dengan aset siap untuk digunakan;  

19. Jurnal Standar adalah jurnal yang digunakan untuk 

pencatatan dan pemprosesan transaksi anggaran, realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran serta transaksi non-

anggaran;  

20. Bukti Pendukung (Source Document) yaitu bukti yang sah 

dan relevan yang digunakan dalam transaksi keuangan dan 

berfungsi sebagai pendukung bukti jurnal, bukti pendukung 

merupakan bagian dari bukti pembukuan.  

21. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan 

dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber 

atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Misalnya, 

kontrak penjualan/pembelian barang, faktur penjualan 

pembelian, tagihan rekening Iistrik dari PLN, Laporan 

Penerimaan dan Pemakaian Barang Gudang, serta Berita 

Acara Pemeriksaan Pekerjaan. 
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